PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 732 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Menimbang

Mengingat

a.

1.

BUPATI TABALONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan, sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka dalam
rangka pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang dapat
mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian,
ketahanan dan kedaulatan pangan, maka perlu dibentuk Peraturan
Daerah Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan
Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah, untuk penyusunan rancangan Peraturan Daerah, Bupati
membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Tahun 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat I Tapin dan Daerah
Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);



10.

11.

2

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068},
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
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Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem
Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pembiayaan  Perlindungan Lahan  Pertanian  Pangan
Berkelanjutan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5288);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Pedoman Teknis Kriteria Kawasan Peruntukan Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
07 /Permentan/0T.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis dan
Persyaratan Kawasan Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian
Pangan Berkelanjutan {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 205};

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
79/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Kesesuaian
Lahan pada Komoditas Tanaman Pangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata
Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1043);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
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80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor
10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 11);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor
44);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021
Nomor 61), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2022
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
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Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai

tugas sebagai berikut:

a. mengumpulkan, mempelajari Peraturan Perundang-undangan
dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam Daerah
Provinsi maupun di Luar Daerah Provinsi dalam rangka
perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan,

b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/
Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, baik pada
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau
Pemerintah Kabupaten,;

c. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan /
harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah
dengan Perangkat Daerah terkait;

d. melaksanakan pemrosesan Pra Rancangan Peraturan Daerah
menjadi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan hasil rapat
bersama/harmonisasi dan sinkronisasi dengan Perangkat
Daerah terkait;

e. melaporkan perkembangan penyusunan Pra Rancangan
Peraturan Daerah kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh
arahan; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas Tim.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini,
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
Anggaran 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ta?ung
pada tanggal Zz & Meret 2022

(fBUPATI TABALONG, .,L
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ANANG SYAKHFIANI i




Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1.
2.
3.

4.

Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ |30 /2022

TANGGAL 58 WMacek 3699

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

NAMA JABATAN DALAM JABATAN DALAM
DINAS TIM

Ir. H. Mohamad Mugeni, MM. Kepala Dinas Ketahanan Penanggungjawab
NIP 19630328 199403 1 004 Pangan, Perikanan
Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten
Tabalong

Syam’ani, SP, MP. Sekretaris Dinas Ketua
NIP 19750504 200003 1 012 Ketahanan Pangan,
Perikanan Tanaman
Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tabalong

Ahmad Fauzi, S.H.,M.Si. Kepala Bagian Hukum Sekretaris
NIP 19700716 199803 1 011 Sekretariat Daerah
Kabupaten Tabalong

Suaidi, SP. Kepala Bidang Prasarana Anggota
NIP 196808 200003 1 003 Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten
Tabalong

H.M. Faher Umari, S.T.,M.S.i Kepala Bidang Penataan Anggota
NIP 19681011 199203 1 007 Ruang Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten
Tabalong

Indriani Fitri, S.T. Kepala Bidang Anggota
NIP 19731007 200501 2 009 Perekonomian,
Infrastruktur dan
Kewilayahan pada
Bappedalitbang
Kabupaten Tabalong

Raudhatul Jannah, S.H. Perancang Perundang- Anggota
NIP 19740911 200701 2 006 undangan Ahli Muda pada
Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten
Tabalong

Rahima Awalia Hamdi, S.Sos.,MIP Kepala Seksi Penataan Anggota
NIP 19781124 199803 2 002 dan Pemberdayaan pada
Kantor Pertanahan
Kabupaten Tabalong

Hapijudin Noor, SP. MS. Pengawas Alat Mesin Anggota
NIP 19770710 200312 1 004 Pertanian pada Dinas
Perkebunan dan
Peternakan Kabupaten
Tabalong

BUPATI TABALONG,

Y,

ANANG SYAKHFIANI 4




